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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Area Traffic Control System

(ATCS) di Kota Bandung, dapat diketahui bahwa implementasi Program Area
Traffic Control System (ATCS) di Kota Bandung masih belum terlaksana
secara optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program Area Traffic
Control System (ATCS) di Kota Bandung masih terdapat kendala-kendala yang
terjadi seperti tidak meratanya pemasangan CCTV di sejumlah simpang seperti
simpang Gandok, simpang Dago, Simpang Pajajaran, dan beberapa simpang
lainnya padahal CCTV merupakan aspek utama yang mendukung pelaksanaan

program ATCS.

Implementasi ATCS dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan teori dari
Richard E. Matland (1995).Dari hasil penelitian, ditemukan penjelasan tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program ATCS di kota Bandung

oleh Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut.

1. Seperangkat Aturan dan Standar Operasional Prosedur
Aturan dan standar operasional prosedur dalam proses
implementasi ATCS di kota Bandung mengacu pada Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3262/KP.108/DRJD/2018
Tentang Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Terkoordinasi (Area Traffic Control System). Adapun standar dan
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operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya yaitu SOP tentang
publikasi informasi melalui media sosial, publikasi peringkat pelanggaran
melalui media sosial, pemanduan perjalanan VIP, penyusunan laporan
kegiatan, penanganan kedaruratan, dan pelaporan kendala kamera dan
traffic light.

Koordinasi dan Komunikasi

Terkait koordinasi dan komunikasi, dalam pelaksanaan ATCS,
operator ATCS melakukan koordinasi terhadap beberapa pihak
diantaranya Pihak Kepolisian, Diskominfo, dan beberapa bidang internal
Dinas Perhubungan seperti Bidang Pengendalian dan Ketertiban Lalu
Lintas (PDKT) serta Bidang Keselamatan dan Ketertiban Transportasi
(KKT).

Sedangkan komunikasi dilakukan melalui postingan sosial media
seperti instagram, twitter, tiktok, dan youtube sebagai bentuk sosialisasi
kepada masyarakat dan juga laporan-laporan kepada Bidang Manajemen
Transportasi dan Parkir.

Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang digunakan dalam program ATCS ini,
sudah mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh operator
ATCS. Teknologi informasi yang dimaksud yaitu CCTV yang terintegrasi
dengan ruang kendali (CC-Room) yang digunakan untuk memantau

kondisi lalu lintas. CCTV ini sangat mendukung pelaksanaan program
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ATCS di kota Bandung dalam hal memberikan informasi pelanggaran
yang dilakukan oleh pengendara.
Efektivitas Pemantauan

Untuk efektivitas pemantauan yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan terhadap unit ATCS sudah dilakukan dengan konsisten. Di
mana operator ATCS akan memberikan laporan setiap harinya kepada
kepala seksi untuk sebagai bahan evaluasi kepada masing-masing
pegawai. Selain laporan yang disampaikan, Dinas Perhubungan juga
melakukan pemantauan secara langsung dengan mendatangi CC-Room
sebagai ruangan yang digunakan oleh operator ATCS untuk
mengoperasikan perangkat dan sistem yang digunakan.
Tingkat Kepatuhan dan Pemberian Sanksi

Dalam hal kepatuhan dan pemberian sanksi, dapat diketahui
bahwa dalam pelaksanaan program ATCS di kota Bandung setiap operator
konsisten dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka sesuai
dengan SOP yang ada. Untuk insentif sebagai bentuk apresiasi yang
diberikan kepada petugas, operator ATCS mengatakan bahwa tidak ada
insentif khusus yang diberikan oleh Dinas Perhubungan karena setiap
tugas dan tanggung jawab yang dilakukan merupakan salah satu tupoksi
yang memang harus dilakukan oleh setiap petugas. Sedangkan untuk
sanksi bagi petugas yang tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawab
sesuai dengan SOP, akan diberikan tambahan baik itu jam kerja maupun

beban kerja untuk mencapai target yang diharapkan.
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6.2 Saran

Setelah memahami proses implementasi serta permasalahan yang

ditemukan dalam pelaksanaan program ATCS di kota Bandung, peneliti mencoba

memberikan rekomendasi bagi pihak tim ATCS dan Dinas Perhubungan serta

masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada sebagai upaya

untuk meningkatkan dampak implementasi program ATCS di kota Bandung.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagai berikut.

1.

Melakukan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan
etika penayangan pelaku pelanggaran di sosial media (instagram dan
tiktok) dengan tidak menampilkan wajah sebagai bentuk perlindungan dari
sanksi sosial yang kemungkinan akan diterima oleh pengendara tersebut.

Meningkatkan pengkomunikasian program Area Traffic Control System
(ATCS) kepada masyarakat kota Bandung melalui kegiatan webinar,
postingan sosial media di instagram, twitter, tiktok, dan youtube, serta
melalui pemberitahuan langsung yang dilakukan oleh petugas di lapangan
pada saat lampu merah.

Dinas Perhubungan perlu meningkatkan koordinasi kepada tim pelaksana
ATCS melalui grup chat whatsapp atau secara langsung dengan
menanyakan kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh implementor
sehingga dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Menambah pemasangan CCTV di sejumlah titik yang belum terpasang,
seperti simpang Gandok, Simpang Dago, dan Simpang Pajajaran, serta

beberapa simpang lainnya sehingga persebaran CCTV di simpang-
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simpang menjadi semakin merata dan pengawasan yang diberikan dapat
dilakukan dengan mudah.

Meningkatkan pemahaman implementor terhadap tujuan pelaksanaan
program secara keseluruhan keseluruhan melalui pelatihan-pelatihan atau
sosialisasi kepada operator ATCS.

Memberikan insentif baik dalam bentuk kompensasi maupun dalam
bentuk promosi jabatan untuk operator ATCS yang mampu melakukan
inovasi-inovasi di luar standar operasional prosedur. Inovasi yang
dimaksud yaitu gagasan baru yang mampu mendukung pelaksanaan
program ATCS seperti inisiasi pembuatan video edukatif melalui youtube

kepada masyarakat.
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